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Pemprov Gorontalo serahkan dana hibah Pilkada 2024 ke Bawaslu 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/225603/pemprov-gorontalo-serahkan-danahibah-pilkada-2024-ke-bawaslu  

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyerahkan dana hibah 

untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 

2024 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp9,65 miliar. 

"Penyerahan dana hibah sebagai bentuk komitmen Pemprov Gorontalo mendukung 

pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024," kata Gubernur Gorontalo Ismail 

Pakaya, di Gorontalo, Senin. 

Dana hibah yang diserahkan Pemprov ke Bawaslu, katanya tahun ini sebesar Rp9,65 miliar 

dari total keperluan sekitar Rp24 miliar. 

ia menjelaskan penganggaran dilakukan dua kali tahun ini dan tahun depan, masing masing 40 

dan 60 persen dari total keperluan. 

Anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa diserahkan menunggu selesainya 

administrasi keuangan yang berproses. 

"Demikian pula dari pemerintah kabupaten/kota, kami berharap agar segera menyiapkan dan 

melakukan penandatanganan NPHD," kata Ismail. 

Penyerahan dana hibah ini diawali penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sekaligus Deklarasi Pemilu 

Damai dan Berintegritas. 

"Hari ini kita telah bersepakat melalui pemilu damai dan berintegritas. Seluruh elemen baik 

pemerintah, masyarakat, penyelenggara dapat berkomitmen untuk melaksanakan deklarasi 

dengan penuh tanggung jawab,” kata Gubernur Gorontalo Ismail. 

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli berterima kasih atas terselenggaranya 

penandatanganan NPHD. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/225603/pemprov-gorontalo-serahkan-danahibah-pilkada-2024-ke-bawaslu
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Bantuan Pemprov dinilai penting untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu dan 

pilkada 2024. 

"Hari ini Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penandatangan NPHD pelaksanaan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Insya Allah paling lambat 14 hari setelah 

ini dana sudah masuk ke rekening Bawaslu,” kata Idris. 

Ia berharap pengawasan proses politik yang telah berjalan mendapat dukungan dari 

pemerintah, masyarakat dan media. 

Ia meminta masyarakat aktif memberikan laporan jika ada dugaan pelanggaran pemilu maupun 

pilkada. 

Sumber Berita: 

1. https://gorontalo.antaranews.com/berita/225603/pemprov-gorontalo-serahkan-danahibah-

pilkada-2024-ke-bawaslu [diakses pada tanggal 11 Juli 2023]. 

2. https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/757256/pemprov-gorontalo-serahkan-dana-

hibah-pilkada-2024-ke-bawaslu [diakses pada tanggal 11 Juli 2023]. 

3. https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-serahkan-dana-hibah-pilkada-2024-ke-bawaslu/ 

[diakses pada tanggal 11 Juli 2023]. 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, pada: 

a. Pasal 1 angka 1: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota secara langsung dan demokratis. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/225603/pemprov-gorontalo-serahkan-danahibah-pilkada-2024-ke-bawaslu
https://gorontalo.antaranews.com/berita/225603/pemprov-gorontalo-serahkan-danahibah-pilkada-2024-ke-bawaslu
https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/757256/pemprov-gorontalo-serahkan-dana-hibah-pilkada-2024-ke-bawaslu
https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/757256/pemprov-gorontalo-serahkan-dana-hibah-pilkada-2024-ke-bawaslu
https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-serahkan-dana-hibah-pilkada-2024-ke-bawaslu/
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b. Pasal 1 angka 10: Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

c. Pasal 1 angka 16: Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

d. Pasal 166: 

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

a. Pasal 62: 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan 

kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 

pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan 

Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 
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dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 102 ayat (4), Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:  

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, obyek, 

dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan;  

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan  

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

c. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah II Pasal demi Pasal, Pasal 62 ayat (1), Pemberian hibah didasarkan 

atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Pemberian hibah juga 

berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, pada: 

a. Pasal 1 angka 12, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 

b. Pasal 1 angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan 

dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi 

independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan 

kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 
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c. Pasal 1 angka 14, Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 

adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah 

dengan penerima Hibah. 

d. Pasal 1 angka 15, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum 

Daerah. 

e. Pasal 1 angka 16, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 

perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

f. Pasal 1 angka 17, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah. 

g. Pasal 2 ayat (1), Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

dibebankan pada APBD provinsi. 

h. Pasal 7: 

(1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU 

Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur. 

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil 

wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

kepada bupati/wali kota. 

(3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan 

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah 

berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

(4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan 

oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar 

kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu 
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setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

(5) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara. 

i. Pasal 8: 

(1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara:  

a. TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau  

b. TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi 

kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan 

standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). 

(3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar 

penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan 

dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Pasal 11: 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf b, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang 

penjabaran APBD.  

(2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun DPA-PPKD.  

(3) DPA-PPKD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan 

oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator 

pengelolaan keuangan daerah. 

k. Pasal 12: 

(1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja Hibah 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja Hibah 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi. 

(2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, 



 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/TPAL  7 
 

terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan 

wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilihan bupati 

dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

l. Pasal 13: 

(1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU 

Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:  

a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan  

b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi. 

(2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil 

wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan 

dalam NPHD dan ditandatangani oleh:  

a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan  

b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota. 

(3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan 

mengenai:  

a. pemberi dan penerima Hibah;  

b. tujuan pemberian Hibah;  

c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;  

d. hak dan kewajiban; dan 

e. tata cara penyaluran Hibah. 

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari 

penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan NPHD. 

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

m. Pasal 15: 
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(1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah 

untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:  

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan  

b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

n. Pasal 16: 

(1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. 

(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:  

a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah 

penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);  

b. tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan  

c. tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 

1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

(4) Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan 

penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. 

o. Pasal 18: 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh 

KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan 

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur.  

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh 

KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan 

laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota.  
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(3) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

p. Pasal 19: 

(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, 

dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan 

material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola 

oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal 

dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang 

dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

q. Pasal 20, Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat 

sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana 

Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan 

pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 


